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kehidupan bangsa, serta ikut
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kerangka itu, fungsi kepolisian sebagai
salah satu instrumen negara memiliki
peran strategis dalam mewujudkan
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ABSTRAK

Penumpukan penyerapan anggaran belanja merupakan fenomena yang
sering dihadapi oleh satuan kerja pemerintah khususnya instansi Polri.
Dampak yang ditimbulkan adanya penumpukan penyerapan anggaran
terutama belanja pengembangan yaitu output yang dihasilkan tidak optimal
dan kemungkinan terjadinya human error. Penyerapan anggaran merupakan
capaian kinerja Bagren sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap
pelaksanaan tugas. Kinerja Bagren tercermin dalam pengelolaan program dan
kegiatan, dan pengelolaan anggaran DIPA. Baik dan buruknya kinerja Spripim
dipengaruhi banyak faktor baik eksternal maupun internal satker.
Permasalahan/penyebab kinerja realisasi belanja yang tidak optimal antara
lain disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Pedoman umum/petunjuk
teknis dan SK Pengelola Keuangan belum terbit. Kedua, Adanya perubahan
struktur organisasi dan tata kerja K/L. Ketiga, belum sepenuhnya diidentifikasi
kegiatan-kegiatan yang berpotensi dieksekusi di awal tahun, terutama
kegiatan yang terkait dengan operasional perkantoran seperti perjalanan
dinas, honorarium, serta pengadaan yang bersifat langsung. Keempat, adanya
kecenderungan wait and see dalam melakukan kegiatan dan pembayaran
untuk mengantisipasi perubahan kebijakan. Kelima kurangnya kepedulian
pejabat pelaksana dalam penyerapan anggaran, sehingga penyerapan
terlambat dan tidak sesuai dengan ketentuan. Pembuatan aksi perubahan Si
Monik pada Polresta Banyuwangi Polda Jatim ini adalah untuk memahami
secara lebih mendalam dan memudahkan personel dalam mendapatkan
informasi terkait realisasi penyerapan anggaran, selanjutnya dapat dievaluasi
dan diberikan alternatif solusi agar penyerapan anggaran sesusai dengan
ketentuaan.

Kata kunci: Si Monik, Polresta Banyyuwangi Polda Jatim.

Vil



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat yang
begitu besar sehingga penulisan laporan pelaksanaan Aksi Perubahan ini
selesai sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Laporan hasil ini
merupakan tugas dalam proses Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
yang diberi judul Sistem Informasi Dan Monitoring Penyerapan Anggaran
Guna Optimalisasi Pencapaian Nilai IKPA dan Smart Satker Jajaran Polresta
Banyuwangi.

Aksi Perubahan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi peserta
dalam rangka mengikuti proses Pelatihan Kepemimpinan Administrator T.A.
2025 pada Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Polri. Tujuan pembuatan aksi perubahan ini adalah terimplementasinya
Sistem Informasi Dan Monitoring Penyerapan Anggaran Guna Optimalisasi
Pencapaian Nilai IKPA pada Satker Jajaran Polresta Banyuwangi dalam
rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan serta memudahkan
dalam penyajian data realisasi penyerapan anggaran yang lebih optimal di
lingkungan Polresta Banyuwangi Polda Jatim.

Dalam penyusunan aksi perubahan ini tidak terlepas atas dukungan,
bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, secara pribadi saya
mengucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada keluarga tercinta dan
kepada yang terhormat:

1. Kombes Pol Ruli Agus Pramono,S.1.K selaku Kapusdikmin Lemdiklat
Polri yang memberikan arahan dan dukungan selama pendidikan;

2. AKBP Heny Purwanti, S.I.LK., M.Si. selaku Kabagdiklat Lemdiklat Polri
yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam penyelesaian
rencana aksi perubahan;

3. AKBP Fitri Syofiani, S.H., M.MPd., selaku Kepala Bagian Bimbingan
Siswa dan PIt. Kabag Diklat Pusdikmin Lemdiklat Polri;

4. AKBP Rachmat, S.S., S.H., M.AP., selaku Kepala Bagian Tenaga
Pendidik Pusdikmin Lemdiklat Polri;

5. Pembina Parlindungan, S.E., MT.AK. selaku coach yang senantiasa
dengan sabar dan teliti dalam proses bimbingan dan penyusunan

viii



10.

11.

12.

Rencana Aksi Perubahan (RAP);
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
1. Deskripsi umum

Bagian Perencanaan dan Anggaran (Bagren) Polresta
Banyuwangi sesuai dengan Perpol Nomor 14 tahun 2018 merupakan
unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang memiliki tugas pokok
yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan
anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis
Polresta, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran
serta penerapan sistem dan manajemen organisasi, membina
penerapan sistem dan manajemen organisasi dan tata laksana di
lingkungan Polresta dan menerapkan sistem monitoring, evaluasi dan
asistensi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada

tingkat Polresta.

Dalam melaksanakan tugas Bagren menyelenggarakan fungsi
penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan
manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan
serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bagren, perumusan
kebijakan umum dan Renstra Polresta, termasuk sasaran program,
pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta pemantauan atas
pelaksanaannya, pemantauan dan penganalisisan terhadap peneAksi
Perubahanan sistem dan manajemen organisasi, termasuk
pelaksanaan manajemen program dan anggaran serta kelembagaan,
penyusunan, pengendalian dan pelaporan Renja, anggaran dan Anev,
penyiapan dokumen perencanaan program, anggaran serta
mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Polresta, perumusan
implementasi, pengumpulan dan pengolahan data laporan serta
penganalisisan meliputi bidang instrumental, struktural, dan kultural
dan monitoring, evaluasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Polri.



Berikut ini adalah struktur organisasi Bagren Polresta Banyuwangi:

Pada struktur organisasinya Kabagren dibantu oleh 3 Sub

Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

(Subbagrenprogar), Sub Bagian Pengendalian Program dan Anggaran

(Subbagdalprogar), Sub Bagian Reformasi Birokrasi Polri (Subbag

RBP).

Adapun Struktur Organisasi Bagren sesuai dengan Peraturan

Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja (SOTK) pada tingkat Kepolisian Daerah adalah sebagai

berikut;
KABAGREN
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
STRAJEMEN DAN RB RENPROGAR DALPROGAR
PAUR SUBBAG PALUR SUBBAG PAURSUBBAG PAURMIN
STRAJEMEN DAN RSB RENPROGAR DALPROGAR
BAMIN BAMIN BAMIN BAMIN BAMIN BAMIN BANUM BANUM

BANUM

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bagren Polresta Banyuwangi

a. Tugas Pokok dan Fungsi kedudukan jabatan Administrator

Salah satu tugas pokok dan fungsi Bagren yaitu sebagai

pembina dan penyelenggara penyusunan

rencana kerja

anggaran untuk Bag, Sat, Sie, SPKT dan 25 Polsek Jajaran




Dalam melaksanakan tugasnya Bagren dibantu oleh
Subbagrenprogar yang mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan fungsi perencanaan program dan anggaran
meliputi penyusunan RKA-K/L, DIPA dan perjanjian kinerja

Polresta Banyuwangi pemberian bimbingan teknis penyusunan

RKA-K/L dan DIPA Satker di lingkungan Polresta,Banyuwangi

penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan anggaran

Polresta yang diusulkan Satker Jajaran Polda baik yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) maupun nonAPBN yaitu PNBPdan BLU sedangkan

arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan

anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas sebagai

Kepala Subbag Renrograr (Kasubbagrenprograr) dalam hal ini

berperan selaku action leader mempunyai tugas dan tanggung

jawab sebagai berikut:

1) Perencanaan anggaran meliputi penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) dan
DIPA Satker Jajaran Polresta Banyuwangi ;

2) Pemberian bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) dan DIPA
Satker di Lingkunagn Polresta Banyuwangi;

3) Penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan
anggaran Polresta yang diusulkan Satker jajaran Polresta
Banyuwangi baik yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Non APBN dan
anggaran tertentu;

4) Pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam
penyusunan pelaksanaan anggaran, agar sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, terdapat beberapa

isu aktual kegiatan dalam hal pelaksanaan tugas, di antaranya:



1)

Realisasi anggaran perbulan tidak sesuai dengan Rencana
Penarikan Dana yang telah dibuat oleh masing-masing
Bag, Sat, Sie dan Polsek jajaran sehingga terjadi
penumpukan anggaran di akhir tahun.

Realisasi anggaran per bulan di lingkungan Polresta
Banyuwangi menunjukkan ketidaksesuaian dengan
Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun
sebelumnya oleh masing-masing Bagian, Satuan, Seksi,
dan Polsek jajaran. Banyak satuan kerja yang tidak
merealisasikan anggaran sesuai jadwal bulanan yang telah
direncanakan, sehingga menyebabkan penumpukan
penyerapan anggaran pada triwulan akhir, khususnya
menjelang akhir tahun anggaran. Pola ini tidak hanya
mencerminkan lemahnya perencanaan internal, tetapi juga
berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
program kerja karena kegiatan yang seharusnya dilakukan
secara bertahap menjadi terpaksa dipadatkan dalam waktu
singkat. Ketidaksesuaian antara rencana penarikan dan
realisasi anggaran memunculkan beberapa kendala
serius. Pertama, terjadinya bottleneck dalam proses
administrasi dan pencairan dana akibat beban kerja yang
menumpuk di akhir tahun. Kedua, kegiatan yang
dilaksanakan secara tergesa dapat menurunkan kualitas
output, bahkan berpotensi tidak mencapai target yang
telah ditetapkan. Selain itu, hal ini juga menyulitkan
pengawasan dan pelaporan keuangan karena data
realisasi yang tidak merata dan tidak konsisten sepanjang
tahun, yang pada akhirnya dapat memengaruhi penilaian

kinerja satuan kerja secara keseluruhan.
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Tabel 1. 1 Rekap LRA
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Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

seringkali menjadi masalah karena beberapa alasan,

termasuk ketidakmampuan satuan kerja (satker) dalam

merencanakan anggaran dan mendesain program dengan

baik, serta kendala dalam penyerapan anggaran. Revisi

DIPA juga bisa disebabkan oleh kesalahan administrasi

atau perubahan prioritas.

Penyebab Revisi DIPA:

a) Perencanaan Anggaran yang Buruk:

b)  Satker mungkin menyusun anggaran tanpa tujuan
detail yang jelas, sehingga perlu revisi untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya.
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c) Perubahan Prioritas:

d) Reuvisi DIPA yang tidak tepat waktu atau tidak efektif
dapat menyebabkan masalah dalam penyerapan
anggaran, seperti penumpukan di akhir.

Deviasi Halaman IIl DIPA, Tantangan Berat Namun Bukan
Hal yang Tidak Mungkin.

Deviasi Halaman 1lI DIPA tidaklah asing bagi para
pengelola keuangan Kementerian Negara/Lembaga (K/L)
atau satuan kerja (satker) dengan sumber dana APBN.
Deviasi Halaman Il DIPA merupakan salah satu indikator
penilaian dalam IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran), vyaitu indikator yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan (BUN) untuk mengukur kualitas
kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga (K/L). Deviasi Halaman Il DIPA itu
sendiri merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur kualitas perencanaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga atau satker berdasarkan kesesuaian
antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan
Dana (RPD) Bulanan yang tercantum dalam halaman IlI

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);

Gambar 1. 2 IKPA




















































































































































































